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Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka 

mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihat daripadanya 

untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada 

yang mengetahui ta'wilnya (Qs. Ali-Imran : 7 
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ABSTRAK  

 

 

 

Kebebasan beragamadi Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua  pada Pasal 28E 

ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. 

Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan 

sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang 

Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP 

ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan Agama. 

Penelitian ini berawal dari adanya kekerasan yang mengatas namakan Agama 

yaitu Agama islam. Hal ini disebabkan dari dampak kebebasan beragamayang 

melahirkan banyak ideologi yang berbeda-beda, salah satunya kekerasan yang 

mengatasnamakan Agama dengan  tujuan amar maruf nahi mungkar atau 

perintah untuk mengajak baik dan mencegah buruk tetapi dengan kekerasan. 

Dalam hukum pidana terdapat tindak pidana terhadap Agama, yaitu pasal 156a 

KUHP yang mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan 

penodaan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyuruh seseorang untuk 

melangkahi Al-Qurôan di wilayah hukum pengadilan negri Kuala Tungkal dan 

bagaimana putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku apakah sudah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, data primer di dapatkan dari 

beberapa informen yang di anggap sebagai pelaku utama seperti penyidik (IA) 

Kepolisian (ES) saksi mata (IH) dengan cara metode, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, sedangkan data skunder penenili dapatkan melalui buku-buku yang 

berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penistaan agama dan putusan 

Pengadilan Negri Kuala Tungkal serta penelitian-penelitian yang membahas tema 

yang sama dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini pelaku telah menerima 

hukuman atas kesalahan yang telah dia perbuat, serta putusan Pengadilan Negri 

sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai 

dengan perundang-undangan KUHP pasal 156a. 

 

  

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penistaan Agama 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan salah satu Agama yang sudah diakui di indonesia 

dan bahkan merupakn  Agama mayoritas penduduk indonesia. Sebenarnya, 

mengenai masalah keyakinan terhadap suatu ajaran Agama adalah urusan 

hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapapun. Tetapi, mengubah, 

menambah atau menghilangkan ajaran Agama yang sudah ada dianut di 

indonesia, bukankah suatu hak asasi  manusia yang dihormati dan 

dilindungi, karena itu perbuatan  menista suatu Agama ataupun penodaan 

Agama. Pengingkaran atau penodaan Agama islam sudah terjadi dari sejak 

turunnya Al-Qurôan dan berlanjut hingga sekarang. Penodaan ajaran Agama 

ialah suatu hal atau kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam suatu 

Agama. 

Penodaan Agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam 

maupun Agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia 

penyebab Penodaan Agama sering terjadi akibat faktor politik, di tempat 

muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi 

perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman Agama yang berbeda di 

dalam masyarakat.
1
 

Zainal Abidin Bagir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

                                                     
1 Adnani, ñPenodaan Agama: Studi Komparatif  Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesiaò,  Al-Qadha,  

(Vol.4 No.1 Tahun 2017),  hal. 16 
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penodaan Agama adalah ñperbuatan sengaja yang dilakukan  dengan tujuan 

untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut  merupakan 

kejahatanò. Sedangkan menurut Jalaludin Rahmat, ñpenodaan bukanlah 

perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang disengaja dan menyakitiò.
2
 

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang di maksud, tindak pidana 

terhadap kepentingan  Agama sering disebut dengan penodaan Agama. 

Aspek mengenai tindak pidana terhdap kepentingan Agama tersebut di atur 

dalam KUHP dalam tujuan melindungi  kepentingan Agama. Di dalam 

KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, 

kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing di 

perinci dalam sub jenis kepentingan lagi.
3
 

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang 

sebagai tindak pidana, masalah pertanggunjawaban serta ancaman sangsinya 

yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana 

secara lengkap. Pasal 156a KUHP berbunyi ñDi  hukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan 

muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang 

pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan 

terhadap suatu Agama yang di anut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya 

orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan 

yang maha esa.
4
 

                                                     
2 Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat,  Penistaan Agama Dalam  Perspektif Pemuka Agama Islam, 

(Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014),  hal. 3 
3 Wirjono Prodjodikoro,  Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,  (bandung:  Eresco,  1986),  hal . 6. 
4 Moeljatno,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta:  Bumi Aksara,  2016),  hal.  59. 
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Perbuatan yang dapat di hukum menurut pasal ini adalah tindakan 

memusuhi suatu Agama yang di anut, menyalahkan ajaran Agama tersebut 

dan penistaan terhadap suatu Agama, serta mengajak orang tidak percaya 

kepada tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan 

terhadap tuhan, nabi, dan kitab suci. 

Penerapan pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran hakim 

harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus 

mengetahui pengetahuan khusus tentang ajaran suatu Agama, mengingat 

pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham 

bahwa urusan Agama urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan 

pemerintah. Implementasi hakim di dalam tindakan pidana perkara 

penodaan Agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi 

masyarakat. 

Mengenai penistaan semakin mendapatkan perhatian  masyarakat 

dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional seiring 

dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi 

manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang 

merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian 

bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, 

diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan 

pembantaian etnis.  Terhadap kelompok masyarakat budaya, etnis, ras, 

Agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian. 

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam 
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kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya 

di luar KUHP, yang berbentuk antara lain; 1.Penghinaan, 2.Pencemaran 

nama baik, 3.Penistaan, 4.Perbuatan tidak menyenangkan, 5.Memprovokasi, 

6.Menghasut, dan 7. Penyebaran berita bohong. 

Tujuan di atas memiliki tujuan atau  bisa berdampak pada tindak 

diskriminasi, kekerasaan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. 

Bahwa ujaran kebencian sebgaimana di maksud di atas, bertujuan untuk 

menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok 

masyarakat dalam berbagai komunitas yang di bedakan dari aspek; 1.Suku, 

2.Agama, 3.Aliran keagamaan, 4.Keyakinan  dan kepercaan, 5,Ras, 6.Antar 

golongan, 7.Warna kulit, 8.Etnis, 9.Gender, 10.Kaum difabel (cacat), dan 

11.Orientasi seksual.
5
 Di dalam Al-Qurôam firman allah SWT, Surat At-

Taubah (9): 12 yang berbunyi: 

 ̴Ͻ̶У̳Ъ̶ϜϜ ̲ϣΖг̴Ϛϒ ϜнЯ̴Ϧϝ̲Ч̲Т ̶б̳Ы̴зт̴ϸ ̴пТ Ϝн̳з̲Л̲А̲м ̶б̴к ̴Ϲ̶л̲К ̴Ϲ̶Л̲Ϡ еΘв б̳л̳жϝ̲г̶т̲ϒϜнϫ̲Ы̲ж ̶д̴ϖ̲м ̲дϝ̲г̶т̲ϒ̲ъ ̶б̳лΖж̴ϖ

 ̲дн̳л̲ϧз̲т ̶б̳лΖЯ̲Л̲Ю ̶б̳л̲Ю. 

ñDan mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian , dan mencerca 

Agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. sesungguhnya 

mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-

mudahan mereka berhentiò.(At-Taubah (9): 12)
6
 

Pada tangga l4 Agustus 2019 tepatnya di kelurahan Bram Itam Kiri 

kec, bram Itam k ab, Tanjung Jabung Barat. Bermula dari hilangnya ponsel 

                                                     
5 Muhammad Akbar, ñAnalisis Penegakan Hukum Tindak Pidana  Penistaan Agamaò, (Studi Surat Edaran 

Kapolri Se/06/X/2015),  Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas Lampung,  (2017). 
6 At-Taubah (9): 12 
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seorang anak warga NH di kelurahan Bram Itam Kiri ketika mengerjakan 

tugas kelompok bersama teman-temannya, lantaran NH tersebut bermain 

ponsel terus maka akhirnya semua ponsel di kumpulkan. Setelah itu NH 

pergi ke pasar untuk membeli sebuah lem. Setelah NH pulang dari membeli 

lem NH tersebut mengaku kehilangan ponselnya, teman-temannya pada saat 

itu sempat juga ikut berpartisipasi untuk mencari ponsel NH yang hilang 

tersebut tetapi tidak sama sekali menemukannya, atas kejadian tersebut NH 

tadi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada orang tuanya MS. 

Tahu ponsel anaknya hilang orang tua dari NH tersebut langsung marah dan 

memanggil teman-teman NH tersebut untuk di tanya. Dan MS langsung 

menanyakan tentang ponsel anaknya yang telah hilang itu, dan tidak satu 

pun yang ada mengaku mengambilnya, mearasa tidak puas, lalu MS tersebut 

menyuruh semua teman-teman NH untuk melangkahi al-qurôan sebanyak 

sepuluh kali untuk membuktikan bahwa memang benar-benar tidak 

mengambil ponsel itu. ñkami berani lantaran merasa tidak mencuri ponsel 

itu. Sebenarnya kami tidak mau, tapi terpaksa kami lakukanò. Ujar seorang 

siswa. Dari uraian dia atas apa yang di paparkan dalam latar belakang, yang 

mana ada seseorang yang menista Agama dengen melecehkan kitab suci 

umat islam yaitu Al-qurôan. maka peneliti tertarik mengangkat masalah ini 

dalam sebuah tulisan ilmiah atau skripsi yang di beri judul. 

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama 

Yang Menyuruh Seseorang Untuk Melangkahi Al- Qurôan. (Studi 

Kasus Di Kec. Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi).
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B. Rumusan Masalah  

 Dari masalah yang ada maka peneliti menyimpulkan muncul sebuah 

pokok permaslahan yang akan di kemukakan dalam penelitian proposal 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyuruh 

seseorang untuk melangkahi Al-Qurôan di wilayah hukum pengadilan 

Tanjung Jabung Barat? 

2. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku sudah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika 

penelitian skripsi ini, sehingga membawa hasil yang di harapkan, maka 

peneliti membatasi permasalahan yang akan di bahas, sehingga tidak keluar 

dari topic pembahasan. Peniliti hanya memfokuskan membahas tentang: 

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penistaan Agama Yang Menyuruh 

Seseorang Untuk Melangkahi Al- Qurôan.   

D. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian   

 Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang 

hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuan sendiri merupakan sejumlah 

keadaan yang ingin dicapai. Adapun yang akan dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap 

pelaku yang menyuruh seseorang untuk melangkahi Al-Qurôan di 

wilayah hukum pengadilan Tanjung Jabung Barat. 

b. Untuk mengetahui apakah putusan yang di jatuhkan terhadap pelaku 

sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis. 

 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya hukum pidana. 

b. khususnya terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

penistaan Agama yang menyuruh seseorang untuk melangkahi Al-

Qurôan. 

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penelitian sejenis selanjutnya. 

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:  

2. Kegunaan Akademisi 

a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan 

kepada masyarakt. 

b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan untuk 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna kepentingan ilmu 

pengetahuan bersama terkhusus studi Hukum Pidana Islam.  
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3. Kegunaan Praktis 

a.  Hasil dari penelitian ini nantinya dapat berguna bagi banyak pihak 

masyarakat, umumnya masyarakat Kab. Tanjung Jabung Barat. 

b. Hasil dari penelitian ini menggambarkan secara lengkap tentang 

pertanggungjawaban terhadap pelaku penistaan Agama. 

 

F. Kerangka Teroritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan 

untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan oleh peneliti,
7
 menurut peneliti juga kerangka teoritis 

adalah suatu acuan dasar dalam penentuan isi yang akan peneliti bahas 

selanjutnya. 

Bermula dari hilangnya ponsel sorang anak MS warga kelurahan 

Bram Itam Kiri ketika saat mengerjakan tugas kelompok bersama teman-

temannya, lantaran NH tersebut bermain ponsel terus maka akhirnya semua 

ponsel di kumpulkan. Setelah itu NH tersebut pergi ke pasar untuk membeli 

sebuah lem. Setelah NH tersebut pulang dari membeli lem NH tersebut 

mengaku kehilangan ponselnya, teman-temannya pada saat itu sempat juga 

ikut berpartisipasi untuk mencari ponsel NH yang hilang tersebut tetapi 

tidak sama sekali menemukannya, atas kejadian tersebut NH tersebut 

melaporkan kehilangan tersebut kepada orang tuanya MS.  

                                                     
7 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press,  1986),  hlm. 67. 
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Tahu ponsel anaknya hilang MS tersebut langsung marah dan 

memanggil teman-teman NH tersebut untuk di tanya. Pada saat di tanya 

tidak satupun ada yang mengatakan bahwa ada yang mengambil hanpone 

tersebut, mearasa tidak puas, lalu MS tersebut menyuruh semua teman-

teman NH yang kehilangan untuk melangkahi al-qurôan sebayak sepuluh 

kali untuk membuktikan bahwa memang benar-benar tidak mengambil 

ponsel itu. ñkami berani lantaran merasa tidak mencuri ponsel itu.Ujar 

salah satu temannya. 

Atas terjadinya kasus teersebut menurut pandangan peneliti  bahwa 

MS ayah dari NH yang kehilangan ponsel tersebut telah melakukan sebuah 

tindak pidana yang berupa tindak pidana sebagai berikut: 

 

 

1. Menyuruh seseorang melakukan kejahatan dalam artian sudah melakukan 

tindak pidana sesuai yang di atur dalam kitab undag-undang hukum 

pidana (KUHP), di situ di sebutkan pada Pasal 55 ayat (1) angka (1) yang 

bebunyi, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Barang siapa yang 

melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 

2. Sebagai penista Agama, dalam kasus tersebut MS telah melakukan suatu 

tindakan yang bagi masyarakat muslim tidak terima, yaitu menyuruh 

belasan anak untuk melangkahi kitab suci umat muslim hingga sepuluh 

kali. Nah jadi tindakan tersebut menurut peneliti telah melakukan tindak 

pidana yaitu penistaan Agama sesuai juga dengan adanya undang-undang 

yang mengaturnya yaitu dalam pasal 156a huruf (a) (KUHP), yang 
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berbunyi di pidana dengan di penjara selama-lamanya lima tahun barang 

siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan prasaan atau 

melakukan perbuatan yaitu, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, 

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di 

Indonesia. 

 

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana  

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut 

sebagai responsibility, atau criminal libility. Konsep pertanggungjawaban 

pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata 

melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum 

yang di anut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompokdalam 

masyarakat, hal ini di lakukan agar pertanggungjawaban pidana itu di 

capai dengan memenuhu keadilan.
8
 Pertanggungjawaban suatu bentuk 

untuk menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau di pidana. 

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan 

sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang pada perbuatan pidana 

dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena 

perbuatannya itu. 
9
 apa yang di maksud dengan celaan objektif adalah  

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan 

yang di larang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah 

                                                     
8 Hanafi Dan Mahrus, Sistem Pertanggugjawaban Pidana, Cetakan Pertama , (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 

hlm. 16. 
9 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertangungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, (jakarta Galia 

Indonesia), hlm. 33. 
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perbuatan yang memang bertentangan dan dilarang oleh hukum formil 

ataupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan 

subjektif adalah merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, 

atau dapat di katakan celaan subjektif adalah orang yang melakukan 

perbuatan yang di larang atau bertentangan dengan hukum. Apabila 

perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang di cela atau suatu 

perbuatan yang dilarang namun yang apabila didalam diri seseorang 

terdapat kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab 

maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. 

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban 

pertanggungjawaban di bebankan terhadap pelaku tindak pidana 

berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang 

akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau 

perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun 

seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila di dalam 

dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan 

bertanggungjawab seseorang. 

Menurut Khairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah 

asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya seseorang pembuat 

kesalahan adalah atas dasar kesalahan, hal ini bahwa seseorang akan 

mempunyai pertanggungjawaban pidana bahwa ia telah melakukan 

perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum yang ada. Pada 

hakikatnya pertnggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme 
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yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu 

yang telah disepakati.
10

  

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam 

pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana 

tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya 

menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau 

dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan  

tindak pidana tersebut kemudian di pidana tergantung kepada apakah 

seseorang yang melakukan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan 

atau tidak.  

Pertanggungjawaban pidana dalam comman law system  selalu di 

kaitkan dengan mens rea dalam pemidanaan (punishment). 

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan kemasyarakatan yaitu 

hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi.  

Fungsi disini pertangungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana 

sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial 

sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. 

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam comman law 

system berhubungan dengan mens rea, bahwa  pertanggungjawaban 

pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran 

yang salah (non guilty mind). Guilty mind  mengandung arti sebagai 

suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang yang bersalah karena 

                                                     
10 Chairul Huda, Dari Tindaki Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tnpa 

Kesalahan, Cetakan ke-2, (Jakarta, kencana, 2006), hlm. 68. 
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pada diri pembuat di nilai memiliki pikiran yang salah, sehinga orang 

tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana 

dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus di pidana. 

Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada 

pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat. 

 

2. Teori-teori pertanggungjawaban pidana 

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban pada 

kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan 

istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko 

atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin 

meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial 

seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan tugas undang-undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, dan termasuk putusan,  keterampilan, kemampuan dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab astas undang-

undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, 

istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu 

tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, 

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban 

politik.
11

 

                                                     
11 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 335-337. 
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Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan 

pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka di dalam 

pertanggungjawaban di perlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas 

hukum pidana adalah asas hukum nullum delectum nulla poena sine 

paravia lege atau yang sering di sebut dengan asas legalitas, asas ini 

menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada 

orang yang telah melakukan perbuatan pidana ñtidak dipidana jika tidak 

ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya 

seseorang atas perbuatan yang telah di lakukannya.  

Artinya seseorang baru dapat di minta pertanggungjawabannya 

apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan yang merupakan 

melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini 

mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam 

dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu 

aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang 

baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu telah di 

atur, tidak dapat seseorang di hukum atau di mintakan 

pertangungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya 

perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak 

boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut 

tidak berlaku surut. 
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G. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari 

arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. Hal ini 

dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok 

yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan 

yang tetap dalam penafsiran antara lain:  

 

1. Pertanggungjawaban pidana 

Pertanggungjawabn pidana adalah kebebasan seseorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam 

pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang di timbulkan dari berbuat 

atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku 

telah menyadari konsekuensi perbuatannya. 

1. Salah satu unsur jarimah adalah unsur moral sehingga 

pertanggungjawaban pidana harus meliputu tiga hal: Perbuatan yang 

dilarang 

2. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat; 

3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. 

Pertanggungjawaban pidana atau al-masôuliyyah al-jinaiyyah hanya 

ada jika ketiga hal tersebutada di dalam pribadi pembuat delik/tindak 

pidana. Jadi, pelakunya harus mukallaf. Pertanggungjawaban pidana ini 
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tidak hanya bagi individu, tetapi berlaku juga bagi badan hukum. Akan 

tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara langsung 

mempertanggungjawabkannya perbuatannya, pertanggungjawaban di 

kenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. 

Hukum di sebutkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya 

ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban 

tanggungjawab pidana, di pikulkan kepada pembuat jarimah untuk 

teciptanya tujuan tersebut. Untuk itu, harus ada kesesuaian antara sebagai 

beban dengan kepentingan masyarakat.
12

 

2. Penodaan atau penistaan Agama 

Perkataan ñmenistaò berasal dari kata ñnistaò, sebagian pakar 

mempergunakan kata celaan, perbedaan istilah tersebut disebabkan 

penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata smaad dari bahasa 

belanda ñnistaò berarti hina, rendah, cela, noda. 

Penistaan adalah dari kata-kata nista (kotor, rendah), artinya 

merendahkan dengan perkataan, perbuatan, sehingga orang yang disebutkan 

menjadi tersinggung dan marah.  

Penodaan dari asal kata kerjanya adalah penoda yang artinya orang 

yang menodai atau mengkotori satu benda dengan benda yang lain, maksud 

penodaan disini yang artinya pencela yaitu pemberi nama buruk (merusak 

kesucian leluhurnya), mencemarkan: menjelekkan nama (nama Baik). 

Dalam nama lain adalah penistaan , penistaan sama juga dengan nama 

                                                     
12 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam ( Fiqh Jinayah), Cetakan ke-1, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 

586-587. 
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penodaan. Penistaan dari kata ñnistaòsebagian pakar menggunakan kata 

cela, Nista berarti hina, rendah, noda.13 

Menurut MUI sumatera utara kata ñpenodaan Agama itu diambil 

dari bahasa Undang-undung yang mana penodaan Agama itu yang bersifat 

menghina Agama, pemecah belah, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan 

terhadap suatu Agama yang dikatakan langsung dimuka umum baik tujuan 

politik maupun bukan politik dengan maksud agar supaya orang tidak 

menganut Agama manapun. 

 

3. Penistaan  

Adalah ucapan atau perbuatan yang sengaja dan tidak sengaja atau 

tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok 

dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau 

kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, 

gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, Agama, dan lain-lain. 

Dalam arti hukum, Penistaan. 

4.  Agama 

 menurut Harun Nasution adalah dilihat dari sudut muatan atau isi 

yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara 

mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu 

Agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.  

Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau 

                                                     
13 Leden Marpaung SH, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Cet, Ke-I, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

1997), hlm . 11. 
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prinsif  kepercayaan kepada Tuhan, atau juga di sebut dengan nama dewa 

atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian kebaktian dak kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.
14

 

5. Al -Qurôan  

adalah Kalamullah, Kitab suci yang agung. Ia adalah mukjizat yang 

Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dapat mengeluarkan 

manusia dari kegelapan menuju cahaya sebagai syifa atau penyembuh jiwa, 

juga petunjuk dan rahmat. Sungguh, tidak ada kebatilan di dalamnya, 

keaslian atau keutentikannya terjaga. Orang yang belajar dan 

mengajarkannya di anggap sebaik-baiknya manusia, bacaan setiap hurufnya 

mendatangkan pahala, bahkan menjadi pemberi syafaat di akhirat kelak bagi 

siapa saja yang membaca dan mengamalkannya kandungannya. Sebaliknya, 

keutamaan yang di ajanjikan Al-Qurôan tidak mungkin diraih apabila kita 

jauh darinya.
15

 

Adapun Al-Qurôan Menurut etimologi berasal dari bahasa arab 

adalah masdar dari kata    ̲ϒ̲Ͻ̲Ц setimbangan dengan kata д̲ы̶Л̲Т dengan arti 

bacaan berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat atau 

menalaahnya. (: Munjid: 616-617). Dalam pengertian ini kata дϐ̶Ͻ̳Ц berarti 

̶̭м̳Ͻ̶Ч̲в yaitu isim mafôul dari kata  ̲ϒ̲Ͻ̲Ц . Hal ini sesuai dengan firman allah 

dalam surat Al-Qiyaamah ayat 17-18. 

Kata Al-urôan di gunakan untuk maksud nama kitab suci yang di 

turunkan kepada nabi muhammad SAW. Bila dilafazkan mengunakan alif 

                                                     
14 Uwaesy, ñPenodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Menurut Huku Positif  dan Hukum Isalam: 

Analisis Putusan Nomor 1537/pid.B/2016/Pn.Jkt Utrò  Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan hukum Universitas Islam 

Negri Syarif Hidayatullah  Jakarta, (2019). 
15 Abu Yaôla Kurnaedi, Tajwid Lengkap Asy-Syafiôi, (Jakarta:Pustaka Imam Syafiôi), 2013,  hal.  1.  
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lam berarti keseluruhan apa yang di maksud dengannya, sebagaimana 

firman allah daam surah Al-Israô Ayat 9. Al -Qurôan dengan arti keseluruhan 

yang tercakup dalam nama di sebut juga Al Kitab seperti tersebut dalam 

sutrat Al-Baqarah Ayat 2.
16

 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalan uraian hasil-hasil penelitia terdahulu 

(penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek 

focus/tema yang diteliti. Kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan 

tentang beberapa penelitian mengenai penegakan hukum melarikan anak 

dibawah umur. Diantaranya ialah sebagai berikut: 

Pertama Muhammad Fadlan Asif, yang berjudul ñAnalisis Hukum 

Isalam Terhadap Pasal 156a (KUHP) tentang Tindak Pidana Penodaan 

Pidanaò dalam penelitian ini, membahsas tentang analisis hukum islam 

terhadap pasal 156a (KUHP) tentang tindak pidana penodaan Agama. 

Sedangkan peneliti lebih mengarah terhadap sangsi pidana penodaan pidana 

berdasarkan hukum islam. 

Kedua Muhammad Akbar yang berjudul ñAnalisis Penegakan 

Hukum Tindak  Pidana  Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri 

SE/06/X/2015)ò. Dalam penelitian ini, membahas tentang analisis 

penegakan hukum tindak pidana penistaan Agama (Studi Surat Edaran 

Kapolri SE/06/X/2036), sedangkan peneliti lebih mengarah terhadap sangsi 

pidana terhadap penistaan Agama  berdasarkan Surat Edaran kapolri Nomor 

                                                     
16 Ismail Muhammad Syah,  Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara ), 1992,  hal.  23-24. 



20 
 

 

SE/06/X/2015 di Polda Lampung pada tahun 2016. 

Ketiga Uwaesy, yang berjudul ñPenodaan Agama Oleh Basuki 

Tjahaja Purnama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Isalam: Analisis 

Putusan Nomor 1537/pid.B/2016/PN.JKT UTR.ò. dalam penelitian ini 

membahas tentang Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Menurut 

Huku Positif Dan Hukum Isalam: Analisis Putusan Nomor 

1537/pid.B/2016/PN.JKT UTR. Sedangkan peneliti lebih mengarah kepada 

hukum positif dan hukum islam. 

 

I.  Metode penelitian 

Secara umum penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
17

 Metode penelitian 

atau metode ilmiah adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang 

ditempuh dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dan ilmu.
18

  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bram Itam Kiri, selain itu 

lokasi ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan kenyataan yang 

terdapat dalam masyarakat Bram Itam Kiri bahwa belakangan ini ada terjadi 

tindak pidana tentang penistaan Agama.  

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang 

dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula 

                                                     
17 Sugiono,  Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R dan D (Bandung : Alpabeta,  

2011).  hlm.  3. 
18 Suryana,  Metode Penelitian,  Model PraktiS Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, bahan ajar perkuliahan,  

(Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia,  2010),  hlm.  17. 
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dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.
19

 Atau dengan kata 

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau 

keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui 

dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian peneliti akan mengidentifikasikan masalah 

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
20

 Penelitian ini 

termasuk kedalam penelitian empiris, karena akan membahas mengenai 

tindak pidana penistaan Agama pada masyarakat Bram Itam Kiri. 

3. Sumber Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis 

adalah : 

a. Data Primer  

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, 

yang diperoleh lansung dari sumbernya atau keseluruhan data hasil 

penelitian yang diperoleh dilapangan.
21

 

Data primer merupakan suatu ojek atau dokumen original atau 

material mentah dari responden yang dikumpulkan dari situasi aktual. 

Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus 

dijadikan sebagai sumber data primer.  

Data primer mempunyai keuntungan karena sesuai dengan tujuan 

penelitian dan dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan 

                                                     
19 Bambang Waluyo,  Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakatra: Sinar Grafika,  2002 ), hal.  15. 
20 Ibid, hlm. 16. 
21 Tim Penyusun,  Pedoman Penelitian Skripsi Edisi Revisi,  (Jambi: Syariah Press,  2012),  hlm. 45. 
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dan dikontrol oleh peneliti.  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil yang 

didapat melalui :  

1). wawancara dengan pihak kepolisian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

2). Pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian maslah (dalam hal ini 

adaloah masyarakat kelurahan Bram Itam Kiri). 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-

sumber lain sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder biasanya 

diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buletin statistik, laporan-laporan arsip 

organisasi dokumen publikasi instansi pemerintah, hasil survei terlebih 

dahulu, dan data base yang ada dari penelitian terdahulu.  

Data sekunder adalah sumber-sumber yang tidak terkait secara 

langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber 

data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku, 

literature, artikel, dokumen, serta berbagai macam perundang undangan 

dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

1) Pendekatan Penelitian  

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, 

maka ada beberapa pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan 

sejarah (historical approach) yaitu dengan cara mempelajari 

Historiografi Budaya adat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
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Dengan mempelajari budaya adat maka akan diketahui mengapa bisa 

terjadinya tindak pidana penistaan Agama pada masyarakat Bram Itam 

Kiri. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu 

dengan cara meneliti teori dan hukum yang berkaitan dengan tindak 

pidana Penistaan Agama yang dihubungkan dengan budaya adat pada 

masyarakat Bram Itam Kiri. 

2). Metode Pengumpulan Data  

Salah satu cara menemukan dan mengetahui lebih mendalam 

mengenai gejala-gejala yang terjadi di masyarakat, maka peneliti 

melakukan teknik pengumpulan data berupa :  

a). Studi Kepustakaan atau Peneliti Pustaka (Library Research) Dalam 

penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan 

dan membaca berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas.  

b). Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam 

penelitian ini, peneliti mengadakan pengumpulan data dengan cara 

berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal  satu ini melakukan 

wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna 

memperoleh data.  

3). Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara 

kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah seperti berikut ini. 

Peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan 


